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ABSTRAK

Strategi reformasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai
dalam situasi perkembangan pada masa kini. Adapun salah satu tujuan dari riset ini ialah untuk
dapat analisis strategi reformasi perpajakan dalam menyambut era digital di Kantor pajak yang
berada di Kota Malang. Pada riset ini jenis penelitian yang akan digunakan ialah menggunakan
metode deskriptif kualitatif, sebagaimana data yang digunakan yaitu wawancara dengan pegawai
sekretariat Kantor Ditjen Pajak Kota Malang. Dalam riset ini teknik analisa data yang akan
digunakan ialah menggunakan sebuah deskriptif. Sedangkan pada hasil riset ini ditemukan
bahwa Pajak Kota Malang yaitu menggunakan instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi
nasional dengan melakukan perluasan basis pajak, pengawasan dan penegakan hukum. Strategi
perluasan basis pajak terdiri dari penggunaan sistem pemungutan pajak melalui (e-Filing dan e-
Billing) atau online, sistem pembayaran pajak secara Drive Thru, yang mana akan dilakukan
pembayaran secara langsung pada Kantor Pajak Kota Malang yang terdekat dan pembayaran
pajak kendaraan melalui mesin. Strategi pengawasan perpajakan seperti dalam memberikan SPT
terhadap WP sebagaimana yang terlambat membayar pajak. Strategi penegakan hukum seperti
apabila pajak tidak membayar pajak sudah diberikan STP maka diberikan surat paksaan,
melakukan penyitaan, melakukan lelang dan ketentuan pidana. Hal ini sudah diterapkan dalam
UU tahun 2000 No 19 sebagaimana telah diterapkan di tahun 2001 tepat pada tangga 1 Januari.
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Ditjen Pajak Kota Malang melakukan sosialisasi kepada
masyarakat cara pembayaran pajak melalui online (e-Filing dan e-Billing) atau melalui mesin
untuk meningkatkan terhadap tingkat kemudahan dalam membayar pajak terhadap WP.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem dalam penerimaan sektor perpajakan dapat diartikan sebagai salah satu sistem
pendapatan yang palin terutama terhadap kas Negara sebagaimana pula dapat dipergunakan
untuk kepentingan publik serta dapat pula untuk membiayai kebutuhan negara dalam hal ini
belanja negara misalnya sarana serta prasarana Yyang secara umum (Purwanto,
2016).Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Budileksmana, 2015) yang menyatakan bahwa pada
dasarnya sistem terhadap tingkat realisasi dalam penerimaan kas negara yang bersumber dari
sektor perpajakan yang mana akan mencapai 70% pada setiap periode.

Sebagaimana berlandaskan pada tingkat kontribusi yang secara signifikan bersumber dari
sektor perpajakan, sehingga pihak pemerintahan dapat dilakukan sebuah tindakan untuk dapat
berupaya meningkatkan pada sisi penghasilan yang bersumber dari perpajakan sebagaimana pula
dapat melakukan reformasi perpajakan. Reformasi terhadap perpajakan secara langsung akan
dapat dimengerti sebagai salah satu mekanisme yang pada umumnya, disamping itu itu juga tak
terlepas dari sistem administrasi terhadap pajak serta dapat pula dijadikan regulasi serta
peningkatan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Adapun salah satu mekanisme yang
berkaitan dengan reformasi perpajakan dapat dilakukan dalam memaksimalkan pada sisi
kepercayaan serta kepatuhan terhadap WP demi kepentingan atas perpajakan sebagaimana dapat
pula dikelola informasi serta pada aspek integritas pada para tenaga kerja perpajakan. Tingkat
atas sebuah pelaksanaan reformasi terhadap perpajakan sebagaimana dapat dilaksanakan pada

tahun 1893 serta dapat pula diadakan sebuah perubahan terhadap pemungutan atas pajak menjadi



sebuah tindakan penilaian diri yang mana WP akan diberikan sebuah kepercayaan dalam
menghitung sampai dengan melaksanakan pembayaran pajak yang secara individu.

Pihak pemerintah juga dapat melaksanakan sebuah tindakan yang secara gampang
terhadap sistem pembayaran pajak serta dapat pula akan meningkatkan sebuah mekanisme dalam
administrasi terhadap perpajakan yang mana berbasis pada digital, dengan tujuan agar dapat
memaksimalkan pada sisi efisiensi serta efektivitas. Akan tetapi yang seharusnya dapat dihadapi
dalam sebuah tindakan atas pelaksanaan reformasi pada sistem perpajakan akan dapat
mengalami pada aspek peningkatan yang mana sejalan dengan tingkat perkembangan pada
zaman ini, sehingga sangat dibutuhkan sebuah tindakan atas perumusan sebuah mekanisme yang
akan dilakukan oleh pihak pemerintahan sebagaimana dalam melakukan reformasi atas
perpajakan yang secara berkembang. Informasi serta teknologi akan dimengerti sebagai salah
satu teknologi yang dikedepankan sebagai salah satu sistem yang secara otomatis, serta dapat
pula menggunakan berbagai jenis mekanisme untuk dapat terbaca oleh sebuah sistem yang
berada di komputer. (Aji, 2016) menyatakan bahwa dengan adanya sebuah konsep yang berbasis
digital ini akan dapat membantu pihak pemerintahan dalam melihat sistem pembayaran
perpajakan.

Adapun sebuah konsep yang dilakukan secara otomatis maka akan dapat dijadikan
sebuah teknologi yang berbasis digital, yang mana aku dapat dilakukan secara langsung oleh
manusia yang akan menjadi baik, bahkan secara langsung pula dapat berkomunikasi terhadap
manusia pada kebutuhan yang tertentu, oleh karena itu dapat dilihat dari beberapa aspek bahwa
sebuah instansi akan jauh lebih efisien dalam melakukan sebuah pengelolaan SDM, yang mana
akan dapat berpotensi dalam melakukan sebuah tindakan untuk dapat menekan pada sistem

kinerja. Informasi serta teknologi secara langsung akan dapat dimengerti sebagai salah satu



sistem yang memerlukan sebuah jaringan kabel yang mana akan mengkorelasikan satu titik
terhadap titik yang lainnya. Informasi serta teknologi dapat pula menggunakan sebuah jaringan
yang mana dipergunakan sebagai salah satu sarana yang secara konektivitas maka akan dijadikan
sebuah komunikasi serta pengiriman data jauh lebih baik sert lebih cepat dan aman (Muhasim,
2017). Pada dasarnya sistem perubahan yang akan digitalisasi akan mencukupi beberapa aspek
diantaranya : tingkat terhadap sosial, usaha, organisasi serta mekanisme bekerja. salah satu
mekanisme perubahan terhadap sebuah proses dalam bekerja sebagaimana akan dapat
dipergunakan sebuah instrumen yang secara digital serta dalam upaya dalam mengefisiensikan
sebuah cara yang secara manual. (Parviainen, Tihinen, Kairinen, dan Teppola, 2017) menyatakan
bahwa sistem terhadap sebuah perubahan pada kelompok atau sebuah organisasi secara langsung
akan dapat terlihat pada sebuah upaya dalam memajukan sebuah sistem pelayanan.

Salah satu proses yang secara digital dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme
sebuah revolusi industri yang ke 4.0 yang mana pada semua wilaya akan dapat melaksanakan
sebuah buah proses yang jauh berbedah. Adapun demikian sebuah orientasi dari mekanisme
yang mana dapat melihat pada sisi kebersamaan pada sebuah negara ialah untuk secara langsung
akan dapat memaksimalkan pada sisi daya saing terhadap industri pada setiap negara yang mana
akan dapat menghadapi pasar yang secara meluas (Prasetyo dan Sutopo, 2018) mengatakan
bahwa adanya sebuah tindakan terhadap revolusi industri yang ke 4.0 muka secara langsung pula
akan diberikan peningkatan pemanfaatan antara lain sistem pengembangan sebuah produk jauh
lebih cepat, sistem pemerintahan dalam bentuk individual serta hasil produksi yang dalam
bentuk fleksibel. Akan tetapi di lain pihak adanya sebuah tindakan revolusi yang ke 4.0 ini
secara langsung akan dapat memberikan sebuah tantangan yang akan dipaparkan Zhou, Taigang,

& Lifeng (2015) yang menyatakan bahwa ada beberapa cara yang akan dialami oleh sebuah



entitas yang mana tak terlepas dari perpajakan dalam menyambut adanya revolusi industri yang
ke 4.0 ialah pada aspek perekonomian, politik, teknologi serta serta sebuah praktik dalam
melaksanakan sebuah mekanisme dalam tahapan perencanaan sebuah strategis.

Adanya sistem reformasi yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang mana dapat
dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memberikan sebuah tindakan keadilan
terhadap lapisan masyarakat. (Sutiarso, 2011) menyatakan bahwa sebuah konsep yang berkaitan
dengan keadilan secara langsung akan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kebijakan yang
paling terutama pada sebuah perusahaan sosial yang mana tingka pada sebuah kebenaran dalam
sebuah sistem pola pemikiran serta akan dapat pula dijadikan pada sisi kebijakan kemanusian.
Yang artinya bahwa apabila dalam prakteknya secara langsung akan dapat dilakukan sebuah
sistem peraturan yang akan tidak adil, sehingga apapun yang dapat dilaksanakan dengan melalui
sistem pengevaluasian serta adanya perubahan sebuah peraturan yang tidak benar, sehingga perlu
dapat dilakukan keadilan yang mana dapat dikatakan sebagai individu yang secara langsung
tidak akan dikorbankan terhadap berbagai alasan termasuk pada aspek kepentingan yang secara
publik (Follesdal, 2014).

Sebagaimana terlihat pada sebuah konsep keadilan maka secara langsung sebuah lokasi
atau lingkungan yang akan dapat menghasilkan sebuah keadilan terhadap kondisi sosial yang
mana akan dapat pula memfasilitasi sebuah keadilan terhadap perilaku warga. Keadilan dapat
diartikan sebagai salah satu yang secara terus menerus apabila pada setiap elemen masyarakat
yang akan dapat memegang pada sisi konsep yang yang berkaitan dengan keadilan secara
kebersamaan, terdapat pula setiap orang akan dapat menghargai serta dapat pula mengerti sebuah
sistem yang berkaitan dengan keadilan yang sama serta ruang lingkup institusi sosial yang mana

akan dapat menerima serta dapat pula memenuhi kepentingan. Salah satu konsep yang berkaitan



dengan keadilan yang dikenal dengan nama justice as fairness dapat diberikan sebuah pengertian
lalah situasi yang ada diantara golongan masyarakat yang mana akan dapat tercipta sebagai
sebuah tindakan hasil kesepakatan yang dari pemula akan dijadikan sebagai salah satu sistem
pelaksanaan gotong royong dalam ruang lingkup sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
(Follesdal, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa pihak yang telah memahami
berbagai ketentuan yang mana sudah diadakan kesepakatan serta seharusnya dapat diikuti dalam
struktur bersosial.

Sistem reformasi terhadap perpajakan itu perlu dibuat dalam beberapa hal, diantaranya
ditemukan minimnya sebuah tindakan kepatuhan WP, terdapat sebuah target yang berkaitan
dengan WP di setiap periode, sumber daya manusia sama sekali tidak selaras serta teknologi dan
informasi mengalami perubahan yang begitu efektif. Reformasi Perpajakan di Kota Malang pada
pada tahun 2020 tepat pada tanggal 8 Desember reformasi terhadap perpajakan dapat
didefinisikan sebagai salah satu perubahan yang dilakukan secara masif serta komprehensif yang
mana akan dapat mengacu terhadap sebuah pembangunan pada aspek administratif terhadap
perpajakan. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang cipta kerja ialah tingkat
kemudahan dalam melakukan sebuah usaha serta kemudahan anggaran yang mana akan dapat
diberikan upah. Hal tersebut dapat dibuat sehingga jumlah anggaran dapat dijadikan sebuah hal
yang jauh lebih produktif. Adapun ditemukan sebuah faktor yang mengganjal ialah BPSD yang
berada di Kota Malang akan dapat melakukan sebuah uji coba dalam melihat sebuah mekanisme
yang secara beragam dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan dari sisi kesadaran terhadap
WP.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan ialah sosial yang beragam. Tingkat sosialisasi

yang dapat dilaksanakan dengan adanya sebuah tindakan kerja sama dengan berbagai jenis



media yang berada di Kota Malang. Seluruh jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak
BP2D yang berada di Kota Malang akan selalu dan senantiasa diliputi oleh berbagai media yang
dalam bentuk online. Kecil maupun besarnya sering dalam bentuk City Guide 911 FM,
Kosmonita serta terdapat pula beberapa JTV, Batu TV, Malang TV. Tingkat sosialisasi yang
dapat dilakukan dengan berdasarkan pada berbagai jenis media yang secara resmi. Salah satu
cara dalam melakukan sebuah strategi ialah dilaksanakan sebuah program dalam bentuk edukasi.
Akan selalu diharapkan adanya sebuah program edukasi ini maka secara langsung pula akan
dapat memberikan sebuah pemahaman yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak, oleh
karena itu secara langsung golongan anak-anak secara langsung akan dapat disampaikan secara
langsung terhadap pihak orang tua dalam melakukan pembayaran pajak, salah satu mekanisme
sosialisasi yang diterapkan di Kota Malang ialah Tax Goes to Mall, Tax Goes to Campus serta
Tax Goes to School.

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini
peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “ Analisis Strategi Reformasi
Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital”. Karena dengan judul ini dapat membantu kita
bagaimana memanfaatkan teknologi internet di era digital ini dalam halnya pada saat
pembayaran pajak
1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang yang ada, sehingga rumusan masalah
yang akan diangkat pada riset ini ialah : bagaimana Analisis Strategi Reformasi Perpajakan
Dalam Menyambut Era Digital ?

1.3 Tujuan Penelitian



Sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan
penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana analisis

strategi reformasi perpajakan dalam Menyambut Era Digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada tujuan penelitian yang ada, sehingga manfaat
penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah :
1. Manfaat Teoritis
Hasil riset ini secara teoritis untuk dapat memberikan referensi baik pihak akademis maupun
dapat menambah wawasan.
2. Manfaat Praktis
Bagi Direktorat Jenderal pajak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan strategi apa yang
dilakukan dalam melaksanakan reformasi perpajakan di era digital.
3. Manfaat Akademis
a. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat mengembangkan
pemahaman serta dapat pula diberikan sebuah karya ilmiah yang baik untuk dapat
mendorong kajian ilmu yang berkaitan dengan sistem informasi
b. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat memaksimalkan
wawasan serta dapat pula menginterpretasikan kajian ilmu sebagaimana didapatkan
selama perkuliahan.
c. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat akan dijadikan
sebuah kontribusi terhadap riset-riset yang akan datang sebagaimana akan berkaitan

dengan topik yang serupa
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